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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa air merupakan karuniaamuang Maha Esa yang
memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sehingga wajib dikelola dengan mempkamat
fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomis sesanabang;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memunguakPAjr
Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdksua
huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Pexatidaerah
tentang Pajak Air Tanabh;

Undang-Undang Nomor 17 Tah@b0ltentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propidawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aAcar
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu8l 19
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Keteritlranm
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Reduoblikesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 3262);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara HRepubl
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembarajande
Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadthgak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik listbone
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah ateng
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
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11.

12.
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15.

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadila
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu2 2@fimor

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dldom
4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®3 20

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes

Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbea Bay
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nds@o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@ior )4

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajande
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhgastetindang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kathm
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkéanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®8 20
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik oriedia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaralRkpu
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligainn
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegamuBlik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaesyafsd

Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nds6o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norg268)3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerheNotaor

58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan ripéahe
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Wpndan
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembarajarsde
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentargisie
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Ri&publ
Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentatey Tara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Baksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nd#4a@,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noow® )4
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 NdiBa,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@it 4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfPan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penarintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®5 20
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamb&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBlaagnah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanlflagan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentand #&iah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nd8¢
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@t® )4

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentatey Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajekah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik red@
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaralRkpu
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 280&ng
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Petakéan
Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 280&ng
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Diaesah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 280&mng
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi lganba
Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan TerpaduSaduan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelgatmun
2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2806@g
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaesrah
Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 280&ng
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2009 Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TAMAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkatrabaeebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerabh.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentoiddng perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, ladiatentribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bagarg bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapati@ian secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesariya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal iyengpakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamaus yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perséamarya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUM@ngan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,darensipn, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisagl olitik atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termisnlkak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan tianf@emanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisamahaatau batuan di bawah
permukaan tanah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapgtdlikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melgembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak damajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganaiapalaerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Haleatau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lan{ga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitungnyator, dan melaporkan
pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya i)(sahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tetaka dengan tahun kalender.
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Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dij@g@a suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahjak Besuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mufapeiaghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yangamgy sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengavpasgmetorannya.

urat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang séfgajulisingkat SPOPD, adalah
dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk noelegn data dari objek pajak
yang dimilkinya yang digunakan oleh Pemerintah Blaeuntuk menetapkan
besarnya pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #&in@SPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didekudengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ks ldaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyagiiat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlatkgudjak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanautdigingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah ppk@k sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang ddakt ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangijsgteya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jukelabihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripadakpg@ang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya datn§TPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administb&rupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputwsan membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan daj@nerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan lDgang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daeial, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daefurat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusankaberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daeial, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotoaganpemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukam oégjib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yangt dippkan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakgrberlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilak gi@a banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghingam mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sechjektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mekgpptuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuam Idalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undaegaaakan Daerah.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik medta atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusleh dJndang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidilkardahal dan menurut cara
tertentu untuk mencari serta mengumpulkan buktgy@engan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan go@@emukan tersangkanya.



28. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak adalaharsgkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yagganjutnya disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang derméti itu membuat terang
tindak pidana di bidang Pajak yang terjadi sertaenakan tersangkanya.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyardjkat PPNS, adalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan PentatinDaerah yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakuganyidikan atas
pelanggaran Peraturan Daerah.

30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utgalg gen biaya penagihan pajak.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air takahatkan pajak dengan nama Pajak
Air Tanah.

Pasal 3
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan danja¢soianfaatan Air Tanah.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah @engilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengpertanian dan perikanan
rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atadaBayang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanabh.

Pasal 5

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau @agang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanabh.

BAB Il

DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK, DN WILAYAH
PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Feaoléir Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pgda (1) dinyatakan dalam
rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sehagtau seluruh faktor-
faktor berikut :

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;



tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

C.
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkdehopengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimairaaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (mluah persen).

Pasal 8
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dilgitdengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasgenagam pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayadeiah.

BAB IV
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan atau jangka wekientu yang lamanya ditetapkan oleh
Walikota melalui Peraturan Walikota.

Pasal 11

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sdiuntkalender kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dealgan kalender.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi paatgpengambilan air tanah.

BAB V
PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

Pajak yang terutang ditetapkan oleh Walikota dengsempergunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.



Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPD.

(2) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayavdlikota menetapkan
pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian laporan setvage dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 15

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang tewitderdasarkan Surat
Ketetapan Pajak.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban membayar PAjakTanah berdasarkan
penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD.

Pasal 16

Wajib Pajak wajib melaksanakan sendiri pembayamgakpyang terutang ke Kas Daerah
atau tempat yang telah ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengide@anpenyampaian SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 akan diatur lebih lanjogde Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 18
(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurahgydir;
b.  Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif parbunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalafC53ebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administoarupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15&(libelas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

(3) SKPD vyang tidak atau kurang dibayar setelathjaempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dusep) sebulan dan ditagih
melalui STPD.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 19

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yartgrig paling lama pada saat
berakhirnya masa pajak.

SKPD, SKPDN, Surat Keputusan Pembetulan, Surat fispao Keberatan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak pangs dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dildadsmn jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memhmepersyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada vpajjak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakga lsebesar 2% (dua persen)
sebulan.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDN, S(eautusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tydag atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih deigiaat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaiman&sdaonmaalam ayat (4)
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-uadaagg berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungy@netapan, pembayaran dan
penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepatigota atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;
b. SKPDN;
c. SKPDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésila dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdamga 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, sebagaimana dimaksud pada aydtgd)ali jika Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat diperya karena keadaan di
luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tetedmbayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaichenaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggapagab Surat Keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdanWlaikota atau pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan lmet@s tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.
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Pasal 21

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (duabebulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan ataer&Ean yang diajukan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa rmeneseluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajgksmamang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @lattelah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatamgydiajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandinyah&epada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannyaditateppkan oleh Walikota.

Permohonan Banding sebagaimana dimaksud padalgydigjukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas gangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinami durat keputusan keberatan
tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajibarbayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitarsBatBanding.

Pasal 23

Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandkabudkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembaldemgan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk gahmg 24 (dua puluh empat)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayathii)rdi sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau diledou sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebeB8a¥5(lima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan digudengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bandsagksi administratif
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) @et@ga dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkabagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda 100 %afae persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan peardiaypajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan KetetapaRet@hapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 24

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannialikota dapat
membetulkan SKPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalamep®tannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dankaieeiiruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan pkgoagaerah.

Walikota dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminidieatipa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peratpeEmndang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikeniarena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDN, atalDERR/ang tidak
benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan paja dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yangtikan; dan

d. mengurangkan Kketetapan pajak terutang berdasarkamnimpangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak.

Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangaraatetdan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif diatur denganttremna \Walikota.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapatgajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) butsmpak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaichamaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah dilampaui dan
Walikota tidak memberikan keputusan, permohonang@ealian pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditkdnitdalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainfgglebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung degkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaidiaraksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)abusejak diterbitkannya
SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditakisetelah lewat 2 (dua)
bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebe%ar(8ua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pelpgigaimana dimaksud.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajsgaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaisav setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagpajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajalesrah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksda ggat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ata

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baigsiang maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihituggksenggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagainmaalesdd pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakaih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daera

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagainmaaksdd pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsiiea penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karemak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutajax Paerah yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudahuikedaa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzetgpsdéidikit Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelemggan pembukuan dan
pencatatan.

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzéd s&ta cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dextgan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk ojekgpatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melakaanpkraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.



(2)  Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau argtatokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubudgagan objek pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat asangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran piesaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemaikspajak diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Aajaé&anah dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dpatdifetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebaga dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketanperaturan perundang-
undangan.

BAB Xl
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAIAN

Pasal 31

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pemgerRidaturan Daerah ini
ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksamafas pemungutan pajak
daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah selmganimaksud pada ayat (1)
dapat bekerja sama dengan perangkat daerah ataadartain yang terkait.

BAB XIli
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada plifiak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WagilalPdalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peratupgnundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bgugkuterhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalamaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksuth @yat (1) dan ayat (2)
adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai atdks saksi ahli dalam
sidang pengadilan;



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

3)

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan olalikta untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara ataunsn®amerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keoategrah.

Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memizér tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dagetehdi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), agar memberikan keterangan, merhatkdin bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalarkgpa pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acaran®idlan Hukum Acara
Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kigpgoejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayain¢Rk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis datedeagan Wajib Pajak yang
ada padanya

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat(Gy menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yangtdinsierta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan ikgdergang diminta.

BAB XIlI
PENYIDIKAN

Pasal 33

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundg2@merintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukagigikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksuch déta@ang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agejmibat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pegsnddangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyaiddlah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliier@egan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajdiarah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dasjel

b.  meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangemgenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang ddaksghubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oranpagir atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpapdkearah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bede dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bbbkt pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan gemyierhadap bahan bukti
tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pefalesa tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangnggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsunmetaeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,;

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tpidaka perpajakan daerah;
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I memanggil orang untuk didengar keterangannya dgeriksa sebagai
tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaacapenyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengtentikan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaa@lap Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dnésia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukumg®Ba&lana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikém atau keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daeraht digmdana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidanaal@aling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dihaya

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikém atau keterangan yang
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapdadgidengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda pélamyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 35

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidakntlit setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak ataakbgnya Masa Pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Paja$ parsangkutan.

1)

(@)
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Pasal 36

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wadik@ing karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimarekdird dalam Pasal 32 ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungéingpdama 1 (satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp4.000.000,0@&emta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wadikgdng dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyabatittak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam B&salyat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (¢teia)n dan pidana denda
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana slitigdada ayat (1) dan ayat
(2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang &siednnya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayala(lpyat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi csesg atau Badan selaku
Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidanagseguan.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, PasglaB6l) dan ayat (2) merupakan
penerimaan Negara.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perawalikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahiari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotal&thag

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA MAGELANG,

Capl/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

Cap/ttd

AZIS AGUS SURYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR D



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK AIR TANAH

UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 T&0@9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerberikan basis
kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak ldasaéah satu diantaranya
kewenangan pengelolaan terhadap Pajak Air Tanalg gamula merupakan
jenis pajak Propinsi menjadi pajak daerah KabupHKitaa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mewamjefisiensi dan
efektifitas pengelolaan Pajak Air Tanah oleh Dagmalka perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Aiafia

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal tedeigan pengelolaan
Pajak Air Tanah, kewajiban dan hak pihak-pihak yaegkepentingan dalam
pemungutan, serta sanksi administratif maupun sg#tana bagi pihak-pihak
yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentdamderaturan Daerah ini.
Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya pengalikearelkangan pemungutan
dan pengelolaan Pajak Air Tanah dari PemerintalpiRso Jawa Tengah ke
Pemerintah Kota Magelang, pengelolaannya dapath leerdaya guna dan

berhasil guna untuk mendukung kemandirian Kota Néage

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajaky ypajak
dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulietdpkan oleh
Walikota dengan mempergunakan SKPD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah yang melakaa
pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugkskpdan
fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pdrasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kiebggagn Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalahrigan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepjadi@tptenaga
ahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untokenjamin
bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan Daerah talan
diberitahukan kepada pihak lain, juga agar WajihalPadalam



memberikan data dan keterangan
perpajakan Daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.

kepada pejabat

mange



el

AR AR TR AGELAR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN






